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PUTUSAN
Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA.Sglt
T N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Sungailiat 22 April 1988, umur 28 tahun, agama Islam
pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, pendidikan terakhir SMA,
tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA,;

Sebagai PENGGUGAT;
Melawan

TERGUGAT, lahir di Jakarta 10 Juli 1979, umur 37 tahun, agama Islam,
pekerjaan ANGGOTA POLRI, pendidikan terakhir S1, tempat
tinggal di KABUPATEN CIBINONG;

Sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan menggugat cerai Tergugat sesuai surat

gugatannya tertanggal 09 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA.Sglt,

tanggal 11 Februari 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada
hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, dengan wali nikah wali hakim, dengan
mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Bogor,
Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 784/08/X/2014
tanggal 20 Oktober 2014 sampai sekarang belum pernah bercerai;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di KABUPATEN CIBINONG sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang
anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur
2 tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 2 bulan, akan tetapi sejak
awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah:

a. Tergugat emosional sehingga apabila ada masalah kecil selalu menjadi
masalah besar. Pada saat bertengkar Tergugat selalu menampar,
memukul dan mencekik leher Penggugat;

b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang
berstatus isteri orang lain. Penggugat tidak tahu siapa nama
perempuan tersebut. Akan tetapi suami perempuan tersebut pernah
melaporkan hubungan cinta Tergugat tersebut ke kantor tempat
Tergugat bertugas;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
tanggal 05 Agustus 2016 yang disebabkan karena pada saat Penggugat
dan Tergugat bersama anak akan pergi keluar rumah, Tergugat mencari
charger handphone Tergugat namun Tergugat tidak menemukan charger
yang dicarinya. Lalu tiba-tiba Tergugat marah hingga terjadilah
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pada saat bertengkar
tersebut Tergugat ada memukul Penggugat hingga anak menjadi histeris;

7. Bahwa 2 hari setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan
Tergugat berpisah, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas karena Penggugat
tidak tahan menghadapi sikap dan perbuatan Tergugat selama ini,
sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di

Perumahan Bogor Asri. Sekarang perpisahan antara Penggugat dan
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Tergugat telah berlangsung selama 6 bulan lamanya. Selama berpisah
Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan
lahir maupun batin ;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan
keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan
tersebut tidak berubah menjadi baik. Oleh karena itu Penggugat merasa
kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan
Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka
Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim
yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan
memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan
salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak

2 (dua) kali panggilan sesuai dengan relaas panggilannya yang dibacakan di
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dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan
suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini di periksa dan diputus tanpa
hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan meneruskan lagi
perkaranya dan menyatakan pada persidangan hari Rabu tanggal 19 April 2017
menyatakan mencabut kembali perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali
perkara gugatan cerainya, maka pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan
dan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan dengan telah dicabutnya gugatan oleh
Penggugat, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dinyatakan selesai
dengan dicabut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim
menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpi sah
kan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan
antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi
kewenangan Peradilan Agama menanganinya dan secara relatif Pengadilan
Agama Sungailiat adalah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili
gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat
(1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal
49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai
gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan
diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah
dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal
145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.
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Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara secara
sah dan patut di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat meski telah dipanggil secara sah dan patut untuk mengha
dap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus
wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebab
kan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan
diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan hari Rabu tanggal 19
April 2017 telah menyatakan mencabut kembali perkara gugatan cerai gugatnya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilaku
kan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV
walaupun ketentuan RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan
tentang pencabutan perkara belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya,
maka untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara ketentuan Pasal RV
tersebut masih perlu di terapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatannya oleh Penggugat,
maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya
dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0118/Pdt.G/
2017/PA.Sqlt;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis meme
rintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan

perkara tersebut dalam register perkara;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal
91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan

perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0118/Pdt.G/2017
/PA.Sqlt;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama
Sungailiat pada hari Senin tanggal 17 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal
20 Rajab 1438 H. oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsu
hartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut
serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Arinal, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Syamsuhartono, S.Ag., SE. Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.
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Panitera,

Dra. Yuhartini, S.H.
Perincian Biaya:
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah : Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)
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